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Pasca-terungkapnya prakrek perbu-
dakan ini, um Satgas dan aparat sctempat
melakukan ¢vakuasi terhadap ABK. Dari
341 ABK Myanmuar, 281 di antaranya
dipindahkan ke Tual-- 60 ABK sisanya
masth bertahan di Benjina, dengan alasan
masih menunggu gaji, ataupun keheratan
karena telah menikah dengan warga lokal.
Adapun ABK Kamboja dan Laos, masing-
masing herjumlah 58 dan delapan orang,
sudah diungsikan ke Tual. Scdangkan
ABK "T'hailand, berjumlah 746, semuanya
masib bertahan di Benjina.

Scjauh ini, menurut Wakapolri
Komijen Badrodin Hait, polisi telah
nenaban dua tersangka dari PT PBR.
“Sangkaan penganiayaan terhadap ABK,”
kata Badrodin, Senin lalu. Badrodin ddak
menyebut nama tersangka. Menurut
informasi dari Ditjen PDKDP, salah
satu tersangka, bernama Yopi, ditahan di
Kepolisian Resor Aru.

Tersangka diduga melakukan
penganiayaan berdasarkan laporan tiga
ABK non-Thailand yang menjadi korban.
Penangkapan ini merupakan respons
kepolisian terhadap temuan Dirjen
PSDKP Asep Burhanudin menyangkut
dugaan penganiayaan oleh Yopi.
Sebelumnya, Asep berkoordinasi dengan
Kepolisian Dacrah Maluku.

.

Dugaan prakrek perbudakan dan
dlegal fishing, serta pelanggaran lainnya
di lingkungan PT PBR ini diperkirakan
sudah berlangsung bertahun-tahun.
Kondisi ini sulit terpantau, karena le-
taknya yang jaub, juga minimnya aparat
keamanan terkait di daerah itu. Selain i,
aparat tersebut diduga rutn mendapat
uang pelicin dari PT PBR. Menurut
Hermanwir, uang pelicin yang ditaburnya
itu sekdtar Rp 37 juta setiap bulannya.

Semua dugaan prakeek busuk PT
PBR ini baru mencuat akhir Maret laJu

Dugaan Pelanggaran PT PBR

# Perdagangan manusia, pelanggaran HAM
yang menjurus ke perbudakan, khususnya
terhadap ABK asal Myanmar, Kamboja dan
Laos

+ Diskriminasi pemberian upah

+ Manipulasi dbkumen keimigrasian

* Penggunaan kapal asing

* Penggunaan alat tangkap tidak sesuai izin

* Kapal tidak beflabuh di pangkalan

* Kapal tidak menyalakan vesse/ monitoring
system (VMS)

¢ Melakukan transhipment

* Pelanggaran pajak

Sumber. Temuan Satgas Anti-Hliegal Fishing dan Ditjen PSDKP
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Sejumlah ABK warganegara Thailand saat akan dipulangkan ke negaranya

setelah kantor berita asing Associated Press
menerbitkan hasil investigasinya berjudul
Was Your Seafood Caught by Slaves, pada
edisi 25 Maret 2015. Peinberitaan itu
membuat Duta Besar Thailand untuk
Indonesia, Siriyaphan, bersama Wakil
Kepolisian Letjen Siridchai Anakeveing
berkunjung ke Ambon, Dobo, dan
Benjina, guna melakukan investgasi.
Investigasi AP memang lebih
fokus pada masalah perbudakan. Se-
telah tim Satgas Anti-lllegal Fisbing
menindaklanjuri, ditemukan pula
berbagai dugaan pelanggaran tainnya.
Ketika Menteri KKP, Susi Pudjiastuti,
menyimak berica AP yang mencuat, ke-
mudian mendapat laporan awal dari 6Gm
Satgas, sang Menteri kontan geregetan.
"lerlebih kala 1tu aparat hukun setempat
membantah terjadinya perbudakan.
Dalain rapat kerja dengan Komisi
IV DPR di Jakarta, 1 April lalu, Menteri
Susi menumpahkan kekesalannya. “Kalau
ini bukan dianggap perbudakan, tak tahu
lagi saya apa namanya itu. Tak pantas
memperlakukan nanusia seperti ini kalau
cuma untuk industri perikanan,” kata Susi,
yang mengaku tak bisa enak makan akibat
pemberitaan soal perbudakan tersebut.
Susi Pudjiastut menyatakan kekha-
watirannya, karena dugaan perbudakan
di Benjina bisa berdampak besar bagi
produk perikanan asal Indonesia bila pe-
merintah tdak bertindak cepat dan tegas.
Pasalnya, Uni Eropa dan Amerika Senkat
berpotensi memboikot produk perikanan

Tanah Air. Saat ini, Amerika Serikat telah

memboikot produk PT PBR yang dikirim
ke Thailand, kemudian diekspor ke
“negeri Paman Sam” tersebut.

Karena itu, Susi telah memerin-
tahkan menghentikan sementara pengi-

riman produk perikanan yang dihasilkan
PT PBR. “Saya sudah minta produk
Benjina tidak boleh keluar dulu dari
Benjina,” kata Susi pekan lalu. Tujuannya,
agar kasus Benjina udak berdampak
terhadap para pelaku usaha lain. Susi juga
mengancam akan mencabut izin usaha
perikanan PT PBR.

Ketua Komisi IV DPR, Edhy Pra-
bowo, mendesak Pemerintah untuk ber-
tindak secepatnya mcnuntaskan kasus
Benjina, terutama kasus perbudakannya.
“Indonesia harus jauh dari tindakan
perbudakan,” kata Edhy. Hal senada
ditontarkan Ketua Kesatuan Nelayan
Tradisional Indonesia (KNTI) Riza
Damanik. {a mengingatkan pula bahwa
kasus ala PT PBR bukan tidak mungkin
juga terjadi di rempat terpencil lainnya.

Riza mengusulkan agar Pemerintah
membuka posko pengaduan. Selain untuk
menghindari terulangnya kejadian yang
sama, posko tersebut juga menampung
pengaduan dari perusahaan yang boleh
jadi selama ini diperas oknum petugas
terkait. “Nantinya diharapkan tidak ada
lagi praktek perbudakan, juga praktek
pemerasan,” kata Riza.

Reaksi Koalisi Rakyat untuk
Keadilan Perikanan (KIARA) lebih keras
lagi. LSM ini mendesak pemerintah me-
lakukan penuntutan terhadap PT PBR.
KIARA juga mengingatkan Pemerintah
agar mengatur hubungan kerja antara
ABK dan perusahaan. Di.antaranya,
mewajibkan perjanjian kerja, memastikan
persyaratan minimum pekerja terpenuhi,
dan pengakuan terhadap organisasi
serikat pekerja nelayan. m

TAUFIK ALWIE,
Jon1 Aswira PUTRA, HIDAYAT ADININGRAT,
ANTHONY DjAFAR, DAN ADITYA KIRANA
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Nestapa Perbudakan
Benjina

raktek perbudakan yang dilakukan

PT Pusaka Benjina Resources sungguh

mengiris nurani. Para pekerja di
perusahaan yang berbasis di Kepulauan Aru,
Maluku, itu dipaksa bekerja sampai 22 jam,
dipukuli dengan ekor ikan pari yang berduri,
tak diberi makan, dan ada yang tak digaji.

Sulit diterima akal sehat bila perbudakan
vang berlangsung selama lebih dari 10 tahun
itu tak pernah terendus penegak hukum.
Karena itu, pemerintah harus menumpas
tuntas kejahatan PT Benjina.

Praktek perbudakan Benjina itu
terbongkar oleh investigasi kantor berita
Associated Press beberapa pekan lalu. Tim
Satuan Tugas Pemberantasan Illegal Fishing
Kementerian Kelautan dan Perikanan
lalu turun tangan dan mendapati 322
warga negara asing bekerja dalam kondisi
mengenaskan di pabrik perusahaan Thailand
tersebut. Para pekerja diperlakukan
sewenang-wenang: disekap, disiksa, bahkan
diduga juga ada yang dibunuh, karena
ditemukan kuburan di sana.

Kasus ini merupakan tamparan keras buat
Indonesia, yang telah meratifikasi keputusan
International Labor Organization (ILO)
tentang perburuhan. Ada kesan pemerintah
masih sekadar menjadi “pemadam kebakar-
an"dalam kasus Benjina. Padahal adanya
penyiksaan itu sudah lama diketahui warga
sekitar. Pertanyaannya, mengapa aparat
bungkam?

Kuat dugaan kasus ini juga melibatkan
penegak hukum. Prasangka buruk
ini gampang muncul karena riwayat
perbudakan oleh perusahaan ini telah
berlangsung lama. Penerbitan izin untuk
sejumlah kapal Benjina juga aneh, karena
izin itu keluar justru setelah moratorium
1zin diberlakukan. Benjina sendiri pada
2007 pernah dikunjungi oleh Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono.

Persoalan Benjina ini cukup pelik karena
semua “budak" itu berkewarganegaraan
asing. Kebanyakan dari Myanmar, Kamboja,
dan sisanya dari Laos. Ini saja sudah
membuat kasus Benjina harus dibicarakan
di tingkat ASEAN. Thailand harus didesak
agar tak melindungi Benjina. Harus ada
langkah bersama dengan negara ASEAN
lainnya agar eksploitasi pekerja lintas
negara itu tak terulang.

Kasus Benjina berkaitan dengan
komoditas perikanan yang sedang digadang-
gadang pemerintah sebagai pendulang
devisa. Bila tak diselesaikan dengan segera,
negara-negara pengimpor produk ini, seperti
Amerika dan negara di Eropa, bisa bereaksi
negatif. Amerika Serikat bahkan sudah
memperingatkan bahwa kasus Benjina
bisa membuat produk perikanan Indonesia
berpotensi diboikot.

Pemerintah seyogianya segera mengusut
semua yang terlibat kasus ini, termasuk
pejabat yang selama ini menutupi kasus
ini. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi
Pudjiastuti mensinyalir ada uang bulanan
vang mengalir ke para aparat. Kasus Benjina
merupakan pil pahit.

Pemerintah harus menyelidiki kasus
serupa di banyak perusahaan perikanan.
Sebab, saat ini ditengarai masih banyak
praktek perbudakan terjadi di industri
perikanan. Pemerintah harus mencegah
terulangnya praktek perbudakan di sektor
perikanan. Jika tak ditangani secara serius,
kasus ini bisa menjadi mimpi buruk bagi
Indonesia. @

————
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Pelaku Perbudakan

usahaan perikanan PT Pusaka
Benjina Resources (PBR) menda-
pat respons dari Badan Koordinasi Pe-
nanaman Modal (BKPM). Perusahaan
tersebut terancam pencabutan izin usaha.
“Menteri Kelautan dan Perikanan Susi
Pudjiastuti merekomendasikan BKPM
untuk mencabut izin usaha perikanan PT
PBR. Kepala Badan Koordinasi Penanam-
an Modal (BKPM) Franky Sibarani me-
nyatakan, pihaknya akan menindaklanjuti
rekomendasi itu dengan mengacu Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal dan Peraturan Kepala
(Perka) BKPM Nomor 3 Tahun 2012 ten-
tang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal.

Franky menyebutkan, sanksi pen-
cabutan izin kegiatan usaha merupakan
sanksi tertinggi dalam bidang penanaman
modal. Sanksi tersebut diberikan secara
bertahap apabila perusahaan melakukan
pelanggaran dalam pelaksanaan pena-
naman modal.

Franky juga menggarisbawahi bahwa
dalam Perka BKPM Nomor 3 Tahun 2012
Pasal 6 huruf e dan f menyatakan bahwa
setiap penanam modal bertanggung
jawab menciptakan keselamatan, kese-
hatan, kenyamanan, dan kesejahteraan
pekerja, serta penanam modal mematuhi
semua ketentuan peraturan perundang-
undangan. Sesuai aturan, penerapan
sanksi dapat dilakukan secara langsung
sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Sementara itu, dalam UU Nomor 25
Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,
khususnya Pasal 15 dan 16, sudah diatur
kewajiban dan tanggung jawab dari

- investor atau penanam modal. Kewajiban
itu, antara lain menerapkan prinsip tata

Kasus perbudakan pekerja di per-

kelola perusahaan yang baik, membuat
dan menyampaikan laporan kegiatan pe-
nanaman modal, serta mematuhi semua
ketentuan peraturan perundang-undang-
an. -

“Selanjutnya itu tanggung jawab pe-
nanam modal atau investor, antara lain
menjaga kelestarian lingkungan hidup dan
menciptakan keselamatan, kesehatan,
kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja,”
ujar Franky, di Jakarta, Kamis (9/4).

Perbudakan di Benjina sendiri meli-

- batkan ratusan anak buah kapal asal

Myanmar yang dipekerjakan oleh PT PBR.
Mereka juga dilaporkan mengalami tindak
kekerasan fisik. Sedikitnya 330 ABK asal
Myanmar yang masih berada di Tual,
Maluku, menunggu proses pemulangan.

Secara resmi pemerintah sudah men-
cabut Surat Izin Kapal Penangkap lkan
[SIKPI) milik PT Pusaka Benjina Resour-
ces [PBR] yang dinilai telah melakukan
aksi perbudakan terhadap ratusan anak
buah kapal (ABK) dari Myanmar.

Susi mengungkapkan bahwa kasus
perbudakan di Benjina telah menjadi
berita dunia. Sebelum Associated Press
mengangkat isu perbudakan di Benjina,
media Inggris, Guardian, juga sempat
mengangkat kasus ini.

“Perbudakan bukan hal baru. Setelah
kita tindak lanjuti banyak hal yang dite-
mukan. Saya memerangi illegal fishing
ini bukan hanya kerugian ekonomi yang
dialami negara kita, tapi karena penda-
patan nelayan juga susah,” ungkapnya. -

Itulah mengapa, lanjut Susi, dirinya
selama ini terlihat sangat gencar mem-
berangus penangkapan ikan ilegal. Dia
menilai illegal fishing berkaitan dengan
tindak kriminal lainnya, seperti perda-
gangan manusia, penyelundupan, dan
perbudakan.m c85/c87 ed: nur aini
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Korban Perbudakan Pulang ke Thailand

diterbangkan ke negara asalnya
dengan menggunakan pesawat
militer negeri itu dari Pangkalan
Udara TNI-AU Pattimura, Ambon,
Maluku, kemarin. Di antara mereka,
ada 10 nelayan yang menjadi korban
perbudakan di PT Pusaka Benjina Re-
sources di Pulau Benjina, Kabupaten
Kepulauan Aru, Maluku.
Pemulangan mereka dilepas oleh
Duta Besar Thailand untuk Indonesia,
Paskorn Siriyaphan dan disaksikan
Komandan Lanud Pattimura Kolonel
Penerbang Bob Panggabean, Kepala
Imigrasi Ambon Nanang Koesdarjanto
dan Kepala Imigrasi Tual Rudiara.
Para nelayan Thailand itu dibawa

S EBANYAK 69 nelayan Thailand

dari Pelabuhan Perikanan Nusantara
Ambon, kemarin. Mereka mendapat
perlakuan layaknya penumpang pe-
nerbangan biasa.

Petugas Imigrasi dan Bea Cukai Am-
bon dengan teliti memeriksa satu per
satu barang bawaan mereka. Setelah
itu, mereka juga diperiksa anggota
Paskhas TNI-AU, saat hendak naik
pesawat jenis Hercules milik militer
Thailand.

Wajah para nelayan itu tampak ba-
hagia meski beberapa di antara tam-
pak menderita luka di wajah. Bahkan,
seorang nelayan pulang tanpa satu
kaki karena telah diamputasi, setelah
mengalami kecelakaan kerja.

“Mereka bisa dipulangkan atas kerja

sama Imigrasi dan Kedutaan Besar
Thailand. Selain 10 korban perbudak-
an di Benjina, nelayan lain dipulang-
kan karena tidak memiliki dokumen
keimigrasian,” kata Kepala Imigrasi
Ambon Nanang Koesdarjanto.

Penerbangan dari Ambon ke Bang-
kok akan ditempuh dalam waktu 8
jam lebih. Nanang menyatakan proses
pemulangan nelayan Thailand dari
Maluku akan terus dilakukan,

Saat ini masih ada sekitar 600 ne-
layan Thailand di Benjina, juga 347
nelayan asal Myanmar, Kamboja
dan Laos, yang berada di Kota Tual.
Mereka ditampung di Pelabuhan
Perikanan Nusantara Tual. Mereka
ialah korban perbudakan di PT Pu-

saka Benjina.

“Kami berharap kedutaan besar ne-
gara asal para nelayan itu dapat mem-
perhatikan warga negara mereka,
sehingga bisa cepat dipulangkan,”
lanjut Nanang.

Di Banyuwangi, Jawa Timur, aksi
mogok 14 kapal jenis LCT, yang
biasa beroperasi di penyeberangan '
Ketapang-Gilimanuk, Bali, masih terus
berlanjut. Akibatnya, ratusan kenda-
raan pengangkut barang mengular
hingga keluar area parkir Pelabuhan
Ketapang. Untuk sementara, otori-
tas pelabuhan mengoperasikan tiga
armada kapal untuk mengangkut
kendaraan barang menuju Pelabuhan
Gilimanuk, Bali. (HJ/KH/N-3)
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Polri Koordinasi dengan Polisi Myanmar

JAKARTA, KOMPAS — Ke-
polisian Negara Republik Indo-
nesia bekerja sama dengan polisi
Myanmar menyelidiki dugaan
perdagangan manusia yang dila-
kukan perusahaan perikanan PT

Pusaka Benjina Resources di Pu-

lau Benjina, Kabupaten Kepu-
lauan Aru, Maluku. Ratusan anak
buah kapal yang mayoritas ber-
asal dari Myanmar diduga dipal-
sukan identitasnya. .
Anggota satuan tugas perda-
gangan manusia Badan Reserse
Kriminal Polri, Ajun Komisaris
Besar Arie Dharmanto, meng-
ungkapkan, sejumlah  polisi
Myanmar direncanakan tiba Ra-
bu (15/4). Mereka akan berko-
ordinasi dengan penyidik Polri
untuk mengungkap perdagangan
manusia yang dilakukan PT Pu-
saka Benjina Resources (PBR).
Kedatangan polisi Myanmar
tersebut tidak lepas dari ratusan
warga negara Myanmar yang
menjadi  korban perdagangan
manusia. :

“Mereka (polisi Myanmar)
akan bersama-sama dengan kami
mengusut kasus tersebut. Ada
indikasi pelaku berasal dari In-
donesia, Myanmar, dan Tha-
iland,” kata Arie di Jakarta, Senin
(13/4).

Ia menjelaskan, penyelidikan
yang telah dilakukan Polri sejak
kasus tersebut terungkap akhir
Maret mengungkap dugaan mo-
dus perdagangan manusia de-
ngan iming-iming bekerja di luar
negeri.

la mencontohkan, ratusan
warga Myanmar dijanjikan be-
kerja di Thailand, tetapi ketika
tiba di Thailand mereka hanya
mengurus sejumlah  dokumen
yang ternyata untuk memalsu-
kan dokumen diri mereka,

Warga negara Myanmar itu
selanjutnya menuju Indonesia.
Sebelum tiba di Indonesia, pe-
laku telah mengubah identitas
mereka menjadi warga negara
Thailand. Ketika bekerja di PT
PBR, kata Arie, seluruh anak bu-

ah kapal (ABK) itu tidak men-
dapatkan bayaran. Bahkan ketika
mereka menanyakan hak mereka
untuk menerima upah, pelaku
malah mengurung mereka.

“Ketika mereka menanyakan
gaji, ABK akan langsung dima-
sukkan ke dalam sel. Kini, kami
masih terus mendalami penye-
lidikan untuk menetapkan para
tersangka,” katanya.

Para tersangka diduga berasal
dari berbagai pihak, seperti per-
usahaan swasta dan oknum pe-
jabat terkait. Ta menambahkan,
para tersangka akan disangkakan
Pasal 2, 3, 4, 8, dan 13 Un-
dang-Undang Nomor 21 Tahun
2007 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan
Orang dengan ancaman hukum-
an pidana paling lama 15 tahun
penjara, serta denda maksimal
Rp 600 juta. .

Sebelumnya diberitakan kasus
perbudakan nelayan pada kapal-
kapal ikan ditengarai tidak hanya
berlangsung di Benjina, tetapi ju-

ga berlangsung pada banyak per-
usahaan penangkapan ikan di In-
donesia. Kasus perbudakan harus
dituntaskan agar tidak menyeret
dan merugikan industri perikan-
an nasional.

Pekan lalu, Menteri Koor-
dinator Politik, Hukum, dan Ke-
amanan Laksamana (Purn) Tedjo
Edhy Purdijatno mengatakan,
pemerintah akan segera mem-
buka kasus Benjina dan mela-
kukan proses hukum. Pihaknya
berharap kasus ini tidak berla-
rut-larut dan tidak berdampak
merugikan industri perikanan
Indonesia secara keseluruhan.

Tedjo mengemukakan, peme-
rintah sedang membentuk dua
tim satuan tugas (satgas) untuk
menangani kasus Benjina dan
praktik perikanan ilegal. Kasus
vang terjadi di Benjina dinilai
bukan perbudakan, tetapi meng-
arah ke kekerasan. Kekerasan itu
antara lain waktu kerja yang ti-
dak terbatas, ABK disiksa, di-
setrum, dan dihukum. (SAN)
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Diperbudak

Tim Satgas Anti-lllegai Fishing menemukan sejumlah dugaan
pelanggaran oleh PT Pusaka Benjina Resources. Mulai
perbudakan, pemalsuandokumen imigrasi, hingga praktek illegal
fishing. Pemerintah didesak segera bertindak tegas.

Sejumlah anak buah kapal Myanmar yang bekerja di PT PBR Benjina, Tual, Maluku

-

amanya Kyaw Lin Than,
asal Myanmar. Usianya
17 tahun. Wajahnya ma-
sih terkesan kanak-kanak,
meski kehitaman dan di-
warnai guratan pertanda ditempa kehi-
dupan laut yang keras. Dengan bahasa
ibunya, agak terbata-bata Lin Than
mengisahkan pengalaman pahitnya men-
jadi anak buah kapal (ABK) perusahaan
perikanan milik grup PT Pusaka Benjina
Resources (PBR). Perusahaan ini ber-
markas di Benjina dan menangkap ikan di
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Perairan Aru, Maluku.

“Saya bekerja di sini sudab dua
tahun,” Lin Than mengawali ceritanya.
Artinya, ketika mulai bekerja umurnya
baru 15 tahun. Kata Lin Than, mulanya
ia ikut orang mierantau dari Myanmar
ke Thailand guna mencari pekerjaan. Ia
berharap dapat bekerja di ramah makan.
Tiba di Samut Sakhon, Provinsi Samut
Sakhon, Thailand, Lin Than dijual ke-
pada orang yang tidak ia kenal --diduga
perekrut tenaga kerja untuk dijadikan
sebagai ABK kapal ikan.

AENTERAN KELAUTAN SLRKANAY

Lin Than kemudian dibawa ber-
lavar ke Benjina, Kepulauan Aru. Seiiba
di tujuan, bocah ftu mulai mengalami
kerasnya kehidupan di kapal penangkap
ikan. Selama dua tahunotu ia harus bekerja
keras dengan istirahat vang minim. fika
terlihat capek saat bekerpa. 1a dipukubi
petugas keamanan.

Lin Than merupakan satu dar
puluhan tenaga kerja di PT°PBR vang
dirctusuri tim Satuan Tugas (Satgas)
Anti-Illegal Fishing. Diduga ia men-
dapat perlakuan buruk yang menjurus
ke perbudakan. Selain Lin Than, ada
pula Nando, kini 19 tahun, juga war-
ga Myanmar yang mengalami nasib
serupa. la direkrut tiga tahun silam ke-
tika berumur 16 tahun, dibius, lalu di-
naikkan ke kapal yang inembawanya ke
Benjina. Kisah Nando diperolch tim dari
keterangan sejumlah ABK.

Menurut Ketua Satgas Ant-lllegal
Fishing Mas Achmad Santosa, sebagian
besar ABK itu direkrut dengan berbagai
dpu daya. Selain dengan cara dibuat ma-
buk atau dibius, ada pula yang pura-pura
ditawarkan bekerja di satu tempat di
Thailand. “Saat naik ke kapal, tahu-tahu
tujuan akhirnya Indonesia (di Benjina). Jadi,
hanvak pengakuan dari mereka sebetulnya
tdak ingin jadi nelayan,” kata mantn Plt.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) yang akrab dipanggil Ota itu.

Tim Satgas bentukan Kementerian
Koordinator Bidang Politik Hukum dan
Keamanan dan Kementerian Koordina
tor Bidang Kemaritiman ini selama sepe-
kan lalu melakukan investigasi di Benjina
terkait dengan mencuamya berita dugaan
perbudakan, illegal fishing, dan pelanggaran
lainnya yang dilakukan PT PBR. Tim
terdiri dari berbagai unsur --antara lain
Kementerian Kelautan dan Perikanan,
Komnnas HAM, 'T'N1, Polri, dan unsur n-
ternational Organization for Migration
(IOM)-- ini menemukan bukti-bukt bah-
wa berbagai pelanggaran itu menmang ada.

Keterangan yang diperoleh Garra
dani Satgas Anti-Illegal Fihsing, juga data
dari Direktorat Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
(PSDKP)KKP, menyebutkan ada indikasi
perdagangan manusia dan pelanggaran
HAM yang mengarah ke perbudakan,
yang terjadi di PT PBR. Perlakuan buruk
ini dialami oleh ABK non-Thailand, yakni
ABK asal Myanmar, Kamboja, dan {,aosA
Sedangkan ABK Thailand diperlakukan
sangat baik.

Maklum, perusahaan modal asing
ini dikendalikan oleb pengusaha Thai-
land, dan menggunakan kapal-kapal

Susi Pudjiastuti

“Thailand yang berjumlah 96 kapal, ham-
pir scmuanya menggunakan nama lam-
bung Antasena disusul seri angka tertentu.
Tim Satgas menemukan ada tiga peru-
sahaan Thailand yang memiliki kapal-
kapal tangkap di lingkungan PT PBR.

Ketiga perusahaan ini juga ber-
kantor di Benjina. Yakni, PT Silver Sea
Fishery, Ocean Rearch Fishery, dan Thai
Hong Huad. PT Silver Sea membagikan
upah ke ABK sctelah mendapat transfer
dari P'1"PBR. Adapun PT PBR memiliki
tiga anak perusahaan, di antaranya PT
Pusaka Benjina Nusantara dan PT Pusaka
Benjina Armada.

Sejumlah ABK non-Thailand
vang diwawancarai petugas mengaku
pemah dijebloskan ke tahanan oleh pihak
sckuriti. Perusahaan ini mempunyai
rumah tahanan sendirt, berukuran 6 x 3
meter, lengkap dengan jeruji besi, yang
digunakan unruk menahan ABK yang
malas atau berkelahi. Ruang tahanan ini
biasa dijejali 20 orang. “Kami menjumpai
rumah tahanannya, rtapi tidak ada
orangnya. Mungkin karena pemberitaan,
kabarnya 20 orang lebih (tahanan) sudah
diangkut ke Ambon,” sumber di Satgas
Anti-Hlegal Fishing menjelaskan.

Di perusahaan ini tidak ada alasan
sakit atau capek. Jika ABK non-Thailand
sakit, bukannya diobati, melainkan malah
disctrum. Kalau capek atau tertdur ka-
rena kelelahan, langsung dipukuli. Pernah
pata, pada akhir 2013, ditemukan dua
orang ABK asal Myanmar di perairan Aru
dalam kondisi hidup. “Mereka dibuang
dari kapal berbendera Thailand,” kata
Dirjen PSDKP, Asep Burbanudin, dalam
keterangan tertulisnya.

PT PBR juga diduga memanipulasi
status keimigrasian ABK-nya, dengan
menyebut ABK mereka berjumlah 2.540
itu didominasi warga Thailand, sesuai
dengan paspor yang dimiliki. Padahal

vang dominan adalah warga Myanmar,
juga banyak warga Kamboja dan Laos.
“Ternyata, pengakuan ABK non-"Tahiland
--di tuar ABK asal Indonesia berjumlah
89 orang-- mereka dihuatkan paspor
palsu Thailand. Foto di paspor dan buku
dokumen hanya wajah mereka, yang di-
rempelkan ke badan orang lain.

Dari segi pengupahan, petugas juga
menemukan pembedaan kelas. Kelas
pertama diduduki ABK Thailand dengan
upah Rp § juta-Rp 8 juta per bulan, yang
dimansfer ke keluarga mereka di kampung
hataman. Kelas kedua ditempati ABK
Indonesia dengan upah Rp 1,5 juta, dari
Rp 3 juta yang dijanjikan. Adapun ABK
Myanmar, Kamboja, dan Laos hanya
diupah Rp 800.000 per bulan. Beberapa di
antara mereka bahkan mengaku tak digaji.

Tim juga menemukan dugaan ter-
jadi pembunuhan atau kematian ABK
akibat penyakit. Indikasinya, Satgas
dan tim dari Thailand menemukan 77

Indikasi Kapal PT PBR Dikendalikan Perusahaan Thailand
R Knpol ol Ind Pemilik di Thailand
PT. Pusaka Benjina Resources Silver Sea Fishery 12 Kapal
Thai Hong Huad 9Kapal
Ocean Reach Fishery 8Kapal
PT.Pusaka Benjina Armada 37 Kapal Perikanan Silver Sea Fishery 35 Kapal
Thai Hong Huad 1Kapal
Ocean Reach Fishery | 1 Kapal
PT. Pusaka Benjina Nusantara 29 Kapal Perikanan Silver Sea Fishery 23 Kapal
Thai Hong Huad 5Kapal
Ocean Reach Fishery 1 Kapal
PT. Pusaka Bahari 1 Kapal Perikanan Thai Hong Huad 1Kapat{ £
Total 96 Kapal Perikanan 96 Kapal Perikanan §
3

i

kuburan warga asing di areal Panuai
Benjina. “Apakah di makam itu satu
orang atau dua tiga orang, kami masih
belum tahu,” kata Ota, vang juga behum
bisa memastikan sehab kematian orang-
orang di kuburan tersebut. Temuan ku-
buran massal ini tengah ditindaklanjuti
kepolisian sctempat.

Temuan lainnya, penggunaan
alat tangkap tdak sesuai izin, kapal ddak
berlabuh di pangkalan, serta tidak me-
nyalakan vesse! menitoring system (VMS).
Juga ada indikasi melakukan rranshipment
muatan ikan di laut lepas. Dart pantauan
data rracking AISSat, diketahui kapal angkut
Silver Sea Line-2 masih rudn berkeliaran
di perairan Sulawesi dan Papua Barat, lalu
kembali ke Samut Sakhon.

Diduga kapal angkut ini masih
mengangkut ikan dari 34 kapal ikan PT
PBR yang tidak diketahui keberadaannya.
Semua kapal itu dihekukan izinnya sejak
November lalu karena menggunakan
ABK asing. “Ngapain kapal angkut
Silver Sea masih di laut?” kata Ota. Ia
menambahkan, seharusnya pula ke-34
kapal tangkap tersebut sudah kembali ke
pelabuhan, tdak bisa beroperasi.

Semua rudingan miring ini, khusus-
nya menyangkut perbudakan dan adanya
sel tahanan, dibantah pihak PT PBR.
Menurut Site Operational Departement
Head PT PBR, Hermanwir Martino,
kalau sel tahanan yang disebut-sebut
dalam pemberitaan iru hanyalah rumah
penitipan scmentara, bukan sel tahanan.
“Jadi kalau ada ABK yang mabuk terus
berkelahi, mereka dipisahkan ke ruangan
i, rumah penitipan sementara,” kata

Hermanwir di Benjina.

Sumber : PT Sitver Sea Fishery
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Perbudakan
lodern
Coreng Wajah
Asia Tenggara

Sebagian besar pekerja yang berasal dari
Myanmar dan Kamboja itu sebelumnya
mencari pekerjaan di wilayah Thailand.

Dert Daturi

ARA pria asal Myanmar itu duduk

di atas lantai ubin. Mereka me-

natap ke luar dengan pandangan

harmpa melalui celah-celah pagar
besi berkarat. Ruang vang berpagar besi
dan terkunci itu tidak ubahnya sebuah
kandang.

Ruanf yang menyerupai sel itu talah ru-
ang yang berada di lingkungan PT Pusaka
Benjina Resources (PBR). Lokasi perusa-
haan yang bergerak di bidang penangkapan
ikan itu ribuan mil dari kampung halaman
mereka di Myanmar. Perusahaan tersebut
berada di Desa Benjina, Kepulauan Aru,
yang masih menjadi wilayah Indonesia.

Beberapa mil dari lokasi PBR, para
pekerja dari berbagai negara tetangga te-
ngah beraktivitas di atas kapal. Di tengah
sengatan terik matahari dan bermandikan
peluh, mereka menjaring ikan-ikan yang
nantinya dipasok ke supermarket, restoran,
dan toke-toko yang tersebar disejurnlah ne-
gara termasuk Amerika Serikat (AS).

Saatseorang wartawan Associated Press
(AP) mengunjungi lokasi PBR di Benjina, se-
jumlah pekerja imigran memelas meminia
pertolongarn. Para pekerja itu mengiba ke-
pada wartawan AP agar membantu untuk
memulangkan mereka ke negara asal.

“Saya ingin pulang. Kami akan melaku-
kan apa pun,” kata seorang pekerja asal
Myanmar yang duduk di sisi kapal boat.
Dia terus mengulang kalimat yang sama
dengan berurai air mata,

“Sudah lama orangtua kami tidak lagi

agar berharti-hati dalam mengonsumsi
ikan-ikan vang diperoleh secara ridak
manusiawi. )

Satu pekan setelah pemberitaan AP menge-
nai perbudakan di industri perikanan laut
itu, delegasi Thailand dan pejabat Indonesia
mengunjungi PBR. Mereka datang untuk
membebaskan dan memulangkan sekitar 300
pekerja imigran ke negara masing-masing.

Selama ini, Thailand telah dimasukkan se-
bagai negara yang memiliki masalah dengan
tingkat perdagangan manusia (human traffick
irig). Terungkap bahwa sejumlah pekerja Thai-
land yang menjadi pekerja di PBR menjadikan
nama ‘Negeri Gajah Putih' kian buruk.

Bahkan, Departemen Luar Negeri Ame-
rika Serikat (AS) mengelompokkan Thai-
land bersama [ran, Kuba, Zimbabwe, dan
Korea Utara sebagai negara yang memiliki

-masalah besar terkait dengan perbudakan.

Tidak hanya Thailand, Asia Tenggara pun
disebut sebagai kawasan yang subur prak-
tik perbudakan.

Kamboja, Vietnam, dan Thailand terus
mendapat sorotan terkait human traffick-
ing yang menjadi bagian dari perbudakan.
Setelah terjadi penyerangan terhadap etnik
Rohingyz di Myanmar, wajah Asia Teng-
gara kian tercoreng perbudakan.

Pasalnya, sejumlah perempuan Rehingya
menjadi korban perdagangan seks dan
kaum adamnya terjerumus perbudakan di
industri perikanan. Di sisi lain, trafficking
pengungsi Rohingya belum tuntas.

Dari Thailand
Terkait dengan praktik perbudakan di ka-

TIBA DI TANAH AIR: Sejumlah pekerja migran.asal Kamboja turun dari truk di perbatasan Kamboja-Thailand, beberapa waktu lalu. Sejurnlah
mengancam akan melakukan razia ferthadap pekerja ilegal di negara itu yang disebut jumlahnya telah mencapai 160 ribu orang.

Myanmar dan Kamboja itu sebelumnya
mencari pekerjaan di wilayah Thailand.
“Mereka dibohongi atau memang dipaksa
bekerja di atas kapal,” kata Lyth.
“Beberapa pekerja asalnya memang pergi
dengan sukarela, tetapi kemudian mereka
mendapat apa yang tidak mereka duga se-
belumnya. Mereka harus bekerja selama
bertahun-tahun di lautan dan tidak bisa
pulang ke negara asal mereka,” jelas Lyth.
Para cukong penyalur yang merekrut
para pekeria asal Kamboia, Vietnam. dan

satu pulau ke pulau lain.

Menurut Lyth, praktik perdagangan ma-
nusia dan kerja paksa menjadi masalah
yang sangat mengkhawatirkan di industri
perikanan di kawasan Asia Tengara.

Namun, dia menegaskan praktik penyim-
pangan hak asasi manusiaitu tidak lepas dari
praktik serupa di sektor perkebunan, manu-
faktur, konstruksi, dan pekerjaan rumah.

Maraknya migrasi tenaga kerja darisatu
negara ke negara lain, tegas Lyth, disebab-
kan kondisi nerekannmian di kawacan Acia

menunjukkan praktik ilegal itu merg]
untung lebih dari US$150 miliar. Tak pf’
lagi, human trafficking yang terkait def
perbudakan menjadi salah satu ind
kriminal terbesar di dunia.

Di kawasan Asia Pasifik, tercatat sel :
11,7 juta orang menjadi korban perdagat
manusia. Jumlah itu merupakan angka
inggi di kawasan mana pun di dunia.

Perbudakan di era modern yang 1|
mengkhawatirkan berada di subregi
hegar Moelbano (CMC vana moalinori
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Perbudakan Nelayan
di Kepulauan Aru
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Ratusan ABK asing disekap
perusahaan asal Thailand di
Kepulauan Aru dan dijadikan
budak. Bagl yang melawan diku-
rung dalam sel super sempit
Selain itu petugas juga mene-
mukan kuburan massal.
Bagaimana dengan nasih ABK
asal Indonesia yang bekerda di
kapal asing?

uangan ity eangat sempit. Wo-
rannya sekitor 2 X 4 melaer
Dagian dalamnys sxrgat kotor
dan joruk, Jauh kalady bersih dari toflet
urrast @ terminal bues yang: ads di Jakar-
. Dorgan tarali besi sudah cokdat lenrenn
enrd. pendnks mergorungg penghaniiyn, sel
vang digunakaon oniuk meosghukumn
nelayan yang dipekeriakan PT Pusakn
Benjing Hesmmoes (PBR) itu memang ter-
lihat pemaldin mengerikan
Sel ewgperikean itu bah yang meripprm.
parkan dunin pada dua pekan lalu

Fegpempurnn ru terjenti setelnh Asscnted
Press (AP menampllkan foto dramatis
seorang anak buah kapal (ARKS berke-
hangenan Myanmar ynng duduk di
halakany sl besi torsebut. Dan bermula
dari fte it lak kenvudian terungkap
adnnya praktik perbodakan uul‘.ny:ll'll
zaman batu di Kepalanan Ara, Maluk,
Tz,

Fotaitu tidak sajn membont publik gem-
par tapi juga nemparmalukan prr pegn
bt Indanesda. Aparat kepolisian yang
hertanggung jawab dengon alas pre-
gakkan hukum di Kepulsuan Aruo
skhirmya bergerah. Meseha menyerbu
Benjina, tempnt aperasional FI' PER.
Ratusan melayan asing vang menjndi keir
ban perbudakan akhimya dibsbagkan
aparst gabungan, Selain itu kepolisian
Juga mengamnkan sejumlah aramyg sian
pifnk perasbinom, Jum'nd dua palum Inlu.
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Hapoloes Kapulmsan Aru AKBP Harold
Huwne, sehnpnimnna dikutip sejominh
situs berita, Senin pekan lali, menye-
butkan irlwa pilaknya telob menaben
searmnyr prin bernama Yopd. Lelaki beresin
35 tahun ity disebut-sebut sebagai algowo
ying selaome o melakoksn penyiksaan
terhndap ABK asing vung dipekerjalinn
perusahaan asing milik pangusaha Thad-
land tordastal Yops menuruinga disnenm
pasn] A51 KLTHE

Baganimans Yopi melakukan penyik-
saan Menunal Digen Pengmsnsan Sum-
ber Daya Kelmatan dan Perikanan Asep
Burhanuddin yang ikul bsna bersama
T Satyas Llegnl rraported Unregulnt-
ed (IULT) Fishing menyebutkan penyik-
saan jtu thdak sajn meladial pemukaln tap
Jsga peayeirumsn dengoan aros listrik,
“Karban ngnkunya disetram dan disiksa,”
felne Asep Salstis dhua peekin bals,
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Sehari setelnl Asop mengungkapkan
teknik penyikasnn nng alpnio di Penam:
balni Kepubaumn A, Tis Saygas kembali
menmmukan fkth menpenkan graklek
pertuninknn yang dilnlogmn FTPER. Sal-
gas menemukan penjara yang fotonya
menggengrarban wsebul Tidak hanya
satu, tapi dim penjers. Kedua penjan it
letaknya berdampingan dengan raang
iyl yaung Lak kalo sesnpld yang b
safu mejn tok terurus untak meletnkan
mayat.

Helain menemuikan dun |
Satgu yang dipimpin Mas Achead Snn
taea, juga menomukan knburan masal,
Kuburan it tendagnd di lawah pegoho-
nait kelapa, dan semnk-gemak. Sedikitnen
terdagmt 77 mifan tertaneap di atias kubae-
ran. Semunnya ABK mming. Belum dike
tahui pasti apa penvebab kematian para
ABE tevselml, apakals kaneoa periaslakan
atmu yang Ininnym

Mas Achmad Santoan kepada wartawan
diJaknrta mengatakon, terlalu din untulk
ewrrimpallonn teemenn temebnst. Sant inl
pihak kepolisian sedang menangani kasues
i, shinggen polisi ywng akan ey
paikan hasdl wzmdlhﬂl:ﬂ"ﬁ-sl-f.rn RI
Joko Widodo, juga telah mengintruksikan
untuk membesntuk Tin Khusus Kagus
Benjina dur NMegn) Fishing di Makhikua

Bsining terbangkarnya perhodaloan i
Dengina, pihak inigrasi mulsi melakukan
prmes pemulangnn nelayan WNA asal
Kambaja, Myanmar Lans dnn Thailnnad
Selana pekan lale. Pamuolangan awdl
dilnkuknn by 10 wangs Thaaland dar
Eanta Toal mermaju Knta Ambon. Permulam-
gan ke-10 wargns Thailand sebaga tindak
lanjut kedntangan Kedubes Thailand
untuk Indonesin dan Wakil Kepaln
Kopatisian Thailand vang mengunjungi
Henjina.

Pihak imigrasl mengalu. terus
pmlidokan peiidataan para WA di bokoasi
pensmpungnn PPN Thamnr Tual, Munlan
ABK yang bekerin bagl PT PER tersebur
masth berus meondapatian pelayanan
HKeschatnm oleh Dinas Keschotnn Kodn
Tual. Pibak Kedubes dan Kemenlu RI
yung diminbal kelerangan warlawan
et dirl untuk herkomentar, bahlnn
diliput saal ovelakukan rapat tertutup,
“I'im sorry oo, maadin,”™ usap seorang per-
wakilan Kemenlu BI kepada wnrtmwnn,

Do pendataan msoi, jemlah ABK &
FEN Dharmnr berjumlivh 252 arang, Penamn-
bhahon fni setalnh dilakukan pendstaan’
ulang oleh petugas Imigrasi. Jumlah ini
bertamtab setolah terdapat 24 ARK bary

asal Mynnmmar tiba dorl Dobe. Kepak Sta-

stun PEDK Muchtar, ratusan WA yang
dinmankan di PPN Dumar oiu manb
dilwkukan vertilaa dokamen kenegarann
mereka "Sant ind masth dilakukan pene
datwnn olels Keslubas mosang- ooy *
Paparnyn

Salah satu dan 24 AR sl Myannar
warrgy bsarns b merggakon dirinyn bersnnn
ABE lnin mierupalean WIN A yang telab lari
lebsilh awal meninggalkan porusahaan.
“Boyn wnrduh kergn sejnk B009, kami ine
vang sudah lar lebih awal dari Benjing,”
kg Lai bi, ABK anid Myanimar yang
mnhir herbmhnea Tnedonesin snat herhan-
cang-hincang sejumlah wartawan di PPN
Dummar. .

[in mengaboi, larl dari kapol kmrenn
adanys perlaluan disknminasi oleh pihak
perusahmm. Beherga sebulan peouly i
atas kapal, tetapd pengnjian tidak jelns
Satu baban di bagt. gaj satu juta rupish,
Wikt sabkit tidnk ditweri Eerennpatan e
stirahat. Sering dipukuljika kedapainn
beristirahat, Dahkan ealah satu teman
seknpal ynng merspakan jur oasak
kapal pernah diestrum hingen menderita
luka sirius.

Prip bermmur 2 tahon ndpun. men-
turkan, dirinva dan 23 rekan ARE lain
vang melarikan diri darl perusahaan
=il timggnd o st Aada pula v
herkenalon dengan wargn Aru achingga
diperbolehkan tinggal bersama warga &

jusnlah desa di Kepul Anu, “Rami
setolah mendengnr ndn renenmn pemadio
an ABK Myanmar lafygsung kaml turan

ﬁmm, *:.:ﬂsaNollE lnpmpm'm.ms)

dari desa-dean dan tempat persembamyinn
dan berkumpul dengan rekan lain,”
by

Samentara ltu secam terplsah Menteri
Kelautan dan Pankaonun Sas Padjiastuti
Jrestrn rismn. Pasnlnyn, gars-goen had ik,
Sl joueti remnbbdrkon nusil warga negnen
ldomeaia (WD korban pertnabakaan di
lapal-knpal nsing. “Persoalan selamng ini
ying kit s s hanes Khawatickan, bera-
pa banyak solestulnyn ARK Indomsea di
kmpal ikan di seluruh dunda, Bagadmann
Kita cauri taba, dari peosa kila tahu? velp-
myin, Habas pehan Inla

Bust pun mengrakoo khawatir tidak tee-
stz kemmangkinan baimymbk omng Indome-
sin mengdi bodok-budak di kspal esng,
yang beclavar bukan di perairan Indane-
i Dia Inkang, jika moduel operamb yang
rigumakan oleh para pel..ku pn-l'n:duhm
eama seperti vang dilakukan oleh FBR,
kemunghinan armng-ornng Indonesia
ijunl dengmp poksann don penipaan

Sugi bilang, bisa jadi mereka direlrut
ilan dijangibiun bekerjn di Ranghok. Tergy-
ntn, morekn dinpllklkan ke atas kapnl
Iifortuss laan, vakni purdagangan manusia
b lswal winur 18 tahon, “Sehetulnya
maaih hanyak, ribgan orang Indonesin
jugn mengalami porlakuan sama seperti
wrang Myanmar (diperhudak Hengusal,
“Tiupd kiin nidnk taha saranyn. Cam untuk
tahu hagnimana? Karena, kita tiduk tehu
nsereka direkrutiya dar mana, dan kwat
mmimna,” hatia S,

Mah. Jmmm weszon
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SLAVERY

Almost 550 slaves found on Benjina

Margie Mason and
Robin McDowell

ASSOCIATED PRESS/JAKARTA

The number of enslaved fisher-
men found on a remote Indonesian
island has now reached nearly 550,
after a fact-finding team returned
for a single day to make sure no one
had been left behind nearly a week
after more than half of the men were
removed in a dramatic rescue.

Many of the 210 identified Thurs-
day were Myanmarese who wanted
to leave, but there were a few holdouts
— men who claimed they were owed
years of back pay from their bosses,
said Steve Hamilton, deputy chief of
mission at the International Organiza-
tion for Migration in Jakarta.

An in-depth investigation by the
Associated Press published last
month led to the discovery of mas-
sive rights abuses in the island vil-
lage of Benjina and surrounding wa-
ters, The report traced slave-caught
seafood from there to Thailand

SPATAPST (3),

where it can then enter the supply
chains of some of America’s biggest
supermarket chains and retailers.

Many of the men interviewed
said they had been tricked or even
kidnapped before being put on boats
in Thailand and taken to Indonesia.
They were forced to work almost
non-stop under horrendous condi-
tions, some brutally beaten by their
Thai captains when they were sick
or caught resting.

Last week, Indonesian authorities
rescued around 330 migrants from
Benjina, bringing them to the island
of Tual, where they are now being
sheltered by the government. Those
found Thursday by a team, which
included Myanmar officials, remain
in Benjina.

It is unclear who will pay for the
mass repatriation. A former slave
now in Tua! said conditions were
relatively good there. He said the
men were getting medical care and
enough to eat, but their living quar-
ters were cramped and many did not
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have a change of clothes since they
left quickly with only what they
were wearing.

President Joko “Jokowi” Widodo
has ordered his administration to
form a special team to handle the
slavery case.

“What we are doing about the
Benjina situation will become an
international benchmark, [showcas-
ing] the seriousness of Indonesia in
addressing illegal fishing and slav-
ery” Maritime Affairs and Fisher-
ies Minister Susi Pudjiastuti said on
Tuesday.

She explained that local fisheries
products were at risk of being boy-
cotted by the international commu-
nity if the government failed to show
commitment in cracking down on
forced labor in the fisheries sector.

Susi pointed out that Indonesia’s
position on forced labor was clear,
as the government had long ratified
the International Labour Organiza-
tion’s (ILO) 1957 Convention on the
Abolition of Forced Labor in Law

No. 19/1999,

In his speech before the meeting,
Jokowi reminded ministers and of-
ficials involved to maintain what he
lauded as good work in combating
illegal fishing. .

“If we look back at the last cou-
ple of months, what we’ve done in
terms of law enforcement [was] a
job well done and this needs to be
maintained” he said.

Meanwhile, Myanmar opposition
leader Aung San Suu Kyi said Thurs-
day in her country’s capital, Naypy-
itaw, it was up to governments “to
protect the rights of the citizens and
to bring them back out of bondage”.

“That is the most obvious and
very simple solution and unavoid-
able duty of any responsible govern-
ment,” she told reporters.

While most fisherman found in
Benjina were Myanmarese, there
also were scores of Cambodians.
The toll of 550 did not include men
— many of whom also were enslaved
— from poor parts of Thailand.
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Komnas HAM Selidiki Kasus Benjina

AMBON, KOMPAS — Tim dari
Komisi Nasional Hak Asasi Ma-
nusia dan Polri akan melakukan
penyelidikan atas dugaan perbu-
dakan dan sejumlah pelanggaran
hukum lainnya oleh PT Pusaka
Benjina Resources, perusahaan
perikanan yang berpusat di Pulau
Benjina, Kabupaten Kepulauan
Aru, Maluku.

Hal tersebut diungkapkan Ke-
pala Stasiun Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan
Tual Mukhtar saat dihubungi
Kompas dari Ambon, Jumat
(10/4). Kedua tim tiba di sana
pada Sabtu ini. "Mereka akan ke
tempat kami untuk mengambil
data yang diperlukan,” ujar
Mukhtar. :

Seperti diberitakan Associated
Press, ada anak buah kapal (ABK)
asal Myanmar yang mengaku di-
perlakukan tidak manusiawi, an-
tara lain dipaksa bekerja 20-22
jam per hari, dikurung, disiksa,
dan tidak diberikan upah. Duga-
an ifu dibantah PT Pusaka Ben-
' jina Resources.
 Selain itu, dari catatan Kom-
pas, juga terjadi pungutan liar
terhadap kapal milik PT Pusaka
Benjina Resources dan sejumlah

kapal di sana. Pungutan liar itu
melibatkan oknum pengawas
perikanan dari Kementerian Ke-
lautan dan Perikanan, Imigrasi,
Karantina, syahbandar, Bea dan
Cukai, Polri, serta TNI.

Setiap kapal yang mengajukan
surat laik operasi (SLO) diwa-
jibkan membayar Rp 250.000.
Terdapat lebih dari 80 kapal yang
berada di sana.

Tidak hanya SLO, oknum
pengawas perikanan juga mewa-
Jjibkan setiap kapal ekspor mem-
bayar Rp 5 juta. Setiap bulan,
lebih dari empat kapal ekspor
bertolak dari Benjina. Pungutan
liar itu marak sebelum Peme-
rintah Indonesia gencar melaku-
kan pemberantasan penangkap-
an ikan secara ilegal pada era
kepemimpinan Menteri Kelaut-
an dan Perikanan Susi Pudjias-
tuti.

Pelaksana Tugas Kepala Kan-
tor Komnas HAM Provinsi Ma-
luku Benediktus Sarkol menga-
takan, Komnas HAM akan fokus
pada dugaan perbudakan.

Selain terhadap ABK asing, ke-
mungkinan hal yang sama me-
nimpa ABK asal Indonesia.

Sementara itu, pihak kepoli-

sian belum bisa dikonfirmasi ter-
kait dengan rencana penyelidik-
an tersebut.

ABK asing

Mukhtar menambahkan, ABK
asing yang ingin pulang ke negara
asal mereka masih terus
bertambah. Saat ini terdapat 347
ABK asing yang diinapkan di
Pelabuhan Perikanan Nusantara
Tual, terdiri dari 281 warga asal
Myanmar, 58 warga Kamboja,
dan 8 warga Laos.

“Masih ada 958 ABK asing di
Benjina, terdiri dari 746 orang
asal Thailand, 176 orang asal
Myanmar, dan 36 orang asal
Kamboja. Selain itu, masih ba- .
nyak lagi yvang bersembunyi di
hutan atau di rumah-rumah pen-
duduk setempat,” ungkapnya.

Isu soal perbudakan itu sudah
lama mencuat dan menjadi berita
di beberapa media Thailand.
Akan tetapi, kasus itu diduga di-
lakukan di kapal. Baru belakang-
an hal itu ditangani secara cepat
karena kasus ini berada di darat.
Salah satu media asing mela-
porkan kasus ini sehingga men-
dapat perhatian dari berbagai ka-
langan. (FRN)
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